
 

 

 
SALINAN 

NOMOR 10/2016 
 

 

PERATURAN WALIKOTA MALANG  

NOMOR    10    TAHUN 2016 

TENTANG 

JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA MALANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, 

telah diatur mekanisme pemanfaatan dana hasil 

pembayaran klaim dan besarannya bagi rumah sakit 

milik Pemerintah Daerah; 

b. bahwa dana hasil pembayaran klaim Program 

Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu 

sumber tambahan penghasilan penerimaan jasa 

pelayanan kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Jasa 

Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 

tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3637); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah 

dengan Peaturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan bagi 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10        

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah    

Kota Malang Tahun 2014 Nomor 18); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JASA PELAYANAN 

KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

3. Walikota adalah Walikota Malang. 
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4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. 

5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 

telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 

disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

7. Jasa Pelayanan kesehatan adalah jasa atas pelayanan yang diberikan 

oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, 

kelompok medis lainnya, dan pelaksana yang secara langsung atau 

tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka 

observasi, asuhan keperawatan/kebidanan, diagnosis, pengobatan, 

konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya. 

 
BAB  II 

SUMBER PENERIMAAN 

 
Pasal  2 

 
Penerimaan jasa pelayanan kesehatan program JKN pada RSUD 

bersumber dari dana hasil pembayaran klaim jaminan kesehatan. 

 

Pasal  3 
 

Untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta JKN, RSUD 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya mengajukan tagihan klaim 

kepada BPJS Kesehatan. 

 

BAB  III 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN   
 

Pasal  4 

 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana hasil pembayaran klaim jaminan 

kesehatan pada RSUD mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Pasal  5 
 

(1) Besaran jasa pelayanan kesehatan dari pasien peserta BPJS sebesar 

40% (empat puluh persen) dari total pendapatan klaim BPJS. 

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

terhitung mulai tanggal 7 April 2016.  

 
Pasal  6 

 
Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD. 

 

 
BAB  IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  7 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Malang. 

  
Ditetapkan di Malang 

pada tanggal    22   Juni   2016 
 
WALIKOTA MALANG, 

 
ttd. 

 
                MOCH. ANTON 

Diundangkan di Malang 

pada tanggal  22   Juni   2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

                      
                    ttd. 

  
CIPTO WIYONO 

 

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 7 
 

 
 
 

 
 

 

 Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 
 

TABRANI, SH, M.Hum. 
Pembina 

NIP. 19650302 199003 1 019 
 


